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ABSTRACT 

Regional autonomy gives broad authority over finance and procurement, which demands effective oversight and testable 

accountability. This study analyzes problems of oversight and accountability through the 2025 corruption case of Ardito Wijaya, 

Regent of Central Lampung, and formulates a reconstruction of the mechanism. It uses a descriptive qualitative method with a 

literature study and a case study, distinguishing allegations, court-established facts, and analytical proposals. The findings show 

that the devolution of authority has not been matched by adequate internal control, and that the Inspectorate, the Supreme Audit 

Agency, the Regional House of Representatives, and the Corruption Eradication Commission do not automatically ensure 

effective oversight. The case involves individual criminal liability as well as institutional accountability. The study recommends 

a four-stage reconstruction of prevention, detection, handling, and accountability and improvement, supported by risk-based 

oversight, procurement transparency, conflict-of-interest control, and public participation. 

Keywords: Regional Autonomy, Oversight, Accountability, Corruption, Central Lampung 

 

ABSTRAK 

Otonomi daerah memberi kewenangan besar atas keuangan serta pengadaan barang dan jasa, sehingga menuntut pengawasan 

efektif dan akuntabilitas yang dapat diuji. Penelitian ini menganalisis problematika pengawasan dan akuntabilitas melalui 

perkara korupsi Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada 2025, lalu merumuskan rekonstruksi mekanismenya. Metode 

yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan studi kasus, yang membedakan dugaan, fakta putusan 

pengadilan, dan usulan analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan belum diimbangi pengendalian internal 

yang memadai, dan keberadaan Inspektorat, BPK, DPRD, serta KPK tidak otomatis menjamin pengawasan efektif. Perkara ini 

memuat pertanggungjawaban pidana individual sekaligus akuntabilitas kelembagaan. Rekonstruksi yang direkomendasikan 

terdiri atas empat tahap, yaitu pencegahan, deteksi, penanganan, serta akuntabilitas dan perbaikan, dengan dukungan 

pengawasan berbasis risiko, transparansi pengadaan, pengendalian konflik kepentingan, dan partisipasi masyarakat. 

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pengawasan, Akuntabilitas, Korupsi, Lampung Tengah 
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PENDAHULUAN 

Otonomi daerah merupakan penyerahan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut 

mencakup pengelolaan keuangan, penentuan prioritas 

pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang 

melibatkan anggaran publik dalam jumlah besar. 

Kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat 

diharapkan membuat pelayanan publik lebih sesuai 

dengan kebutuhan setempat.  

Kewenangan yang luas juga membuka peluang 

penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan yang 

efektif dan pertanggungjawaban yang dapat diuji secara 

terbuka. Hubungan antara desentralisasi dan korupsi tidak 

bersifat tunggal. Pelimpahan kewenangan fiskal dapat 

meningkatkan risiko penyimpangan, tetapi risiko itu dapat 

ditekan melalui kapabilitas audit internal, reformasi 

birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan 

demikian, persoalan utamanya bukan pada besarnya 

kewenangan daerah, melainkan pada kemampuan sistem 

pengawasan memastikan kewenangan digunakan sesuai 

tujuan dan ketentuan hukum. Lembaga pengawas 

sebenarnya sudah tersedia, yaitu Inspektorat, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, 

keberadaan lembaga-lembaga itu belum tentu menjamin 

efektivitas pengawasan. Hasilnya bergantung pada 

kapasitas tiap lembaga, koordinasi di antara mereka, dan 

konsistensi tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi. 

Perkara korupsi yang melibatkan Bupati Lampung 

Tengah, Ardito Wijaya, pada 2025 menjadi contoh yang 

relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Komisi 

Pemberantasan Korupsi mengumumkan perkara ini pada 

Desember 2025 dengan dugaan pengaturan proyek 

pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di 

lingkungan pemerintah kabupaten. Pada 27 Agustus 2026, 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Tanjungkarang menjatuhkan pidana penjara lima 

tahun kepada terdakwa. Perkara ini memperlihatkan 

keterkaitan antara kewenangan kepala daerah, proses 

pengadaan, dan efektivitas pengawasan, sekaligus 

menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap individu 

perlu dilengkapi evaluasi atas tata kelola kelembagaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini 

bertujuan menganalisis problematika pengawasan dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

melalui perkara korupsi Bupati Lampung Tengah, serta 

merumuskan rekonstruksi mekanisme pengawasan dan 

akuntabilitas untuk memperkuat tata kelola pemerintahan 

daerah. Penelitian ini tidak dimaksudkan menyimpulkan 

bahwa lembaga tertentu telah gagal menjalankan tugasnya, 

karena penilaian demikian membutuhkan bukti yang lebih 

lengkap. Secara teoretis, hasilnya diharapkan 

memperkaya kajian pemerintahan daerah, khususnya 

tentang keterkaitan otonomi, pengawasan, dan 

akuntabilitas. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi 

bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Inspektorat, 

DPRD, dan masyarakat dalam memperkuat pencegahan 

korupsi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian tentang korupsi di daerah umumnya 

berangkat dari hubungan antara desentralisasi dan 

penyalahgunaan kewenangan. Utami (2018) 

menunjukkan bahwa otonomi daerah diiringi 

menyebarnya korupsi ke tingkat daerah. Ia menilai 

perubahan regulasi saja tidak cukup, karena pengawasan 

DPRD belum berjalan maksimal dan kekuasaan lokal 

cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite. Syarief dan 

Prastiyo (2020) menambahkan bahwa korupsi 

dipengaruhi faktor individu dan faktor struktural. Faktor 

individu berupa rendahnya moral dan integritas pejabat, 

sedangkan faktor struktural berkaitan dengan pengawasan: 

semakin efektif sistem pengawasan, semakin kecil 

peluang korupsi. 

Kedua faktor itu terlihat jelas pada kepala daerah. 

Hendrik et al. (2023) meneliti Pilkada Riau dan 

menemukan bahwa perilaku transaksional masyarakat dan 

elite, yang meminta imbalan kepada kandidat, mendorong 

biaya politik yang tinggi. Beban itu kemudian 

memengaruhi kecenderungan kepala daerah terpilih untuk 

mengembalikan modal politiknya, sebagaimana tampak 

pada kasus tiga gubernur Riau. Indrayanti et al. (2026) 

menelaah kasus operasi tangkap tangan terhadap pejabat 

daerah dan menemukan pola yang berulang dan sistemik, 

antara lain rekayasa pengadaan barang dan jasa, proyek 

fiktif, serta suap dan gratifikasi. Mereka menempatkan 

konflik kepentingan sebagai inti dari sebagian besar kasus, 

dan menggunakan teori pilihan publik beserta konsep 

tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi untuk 

menjelaskannya. 

Pada sisi pengawasan, perhatian banyak tertuju 

pada Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern. Lauda 

(2018) menunjukkan bahwa Inspektorat kabupaten/kota 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala 

daerah, sehingga independensinya belum berjalan efektif. 

Ia juga mengidentifikasi kompetensi yang belum 

memadai dan pembagian fungsi pengawasan internal dan 

eksternal yang belum tegas. Menurutnya, pengawasan 

yang dijalankan lebih banyak berupa audit atas kejadian 

yang telah berlalu, sehingga belum cukup mencegah 

korupsi sejak dini. Karena itu ia mengusulkan reposisi 

kedudukan dan peran Inspektorat serta pengembangan 

struktur, prosedur kerja, dan sumber daya manusianya. 

Usulan ini sejalan dengan implikasi praktis Indrayanti et 

al. (2026), yaitu penguatan independensi aparat 

pengawasan intern dan pengawasan pengadaan berbasis 

risiko. 

Dari sisi akuntabilitas, Maulida et al. (2025) 

memandang etika sebagai landasan moral dan 

akuntabilitas sebagai instrumen formal pengawasan 

dalam sistem desentralisasi. Menurut mereka, 

keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh 

aturan hukum, tetapi juga oleh internalisasi nilai etika 

pada aparatur dan konsistensi pelaksanaan akuntabilitas di 

tingkat lokal. Kajian-kajian tersebut membahas 

desentralisasi, penyebab korupsi, kelemahan Inspektorat, 

pola penyalahgunaan jabatan, dan akuntabilitas, tetapi 

umumnya secara terpisah. Penelitian ini 

menghubungkannya dalam satu analisis atas perkara 

Ardito Wijaya di Lampung Tengah, kemudian 
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merumuskan rekonstruksi mekanisme pengawasan dan 

akuntabilitasnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library 

research) yang bertujuan memahami secara mendalam 

problematika pengawasan dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. Fokus penelitian 

diarahkan pada analisis perkara korupsi kepala daerah di 

Kabupaten Lampung Tengah, yaitu perkara Ardito 

Wijaya pada 2025, yang dilakukan dalam bentuk studi 

kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang 

dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan terkait 

pemerintahan daerah, pengawasan, pengadaan barang dan 

jasa, dan pemberantasan korupsi; artikel jurnal ilmiah; 

serta pemberitaan media dan keterangan resmi lembaga 

yang dapat diakses secara daring. 

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa 

tahap, yaitu identifikasi masalah, penelusuran dokumen 

dan literatur, pengelompokan bahan berdasarkan tema 

pembahasan, analisis isi, dan penarikan kesimpulan. 

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan 

membandingkan ketentuan peraturan dengan temuan 

penelitian terdahulu, kemudian menghubungkannya 

dengan fakta perkara. Dalam proses tersebut, peneliti 

membedakan secara tegas antara dugaan yang 

diumumkan penegak hukum, fakta yang telah diputus 

pengadilan, dan usulan perbaikan yang bersifat analitis. 

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian 

yang bersifat konseptual dan analitis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kerangka Konseptual Otonomi Daerah, 

Pengawasan, dan Akuntabilitas Pemerintahan 

Otonomi daerah adalah prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan yang memberi pemerintah daerah 

kewenangan mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan. 

Cakupannya meliputi pembagian kewenangan antara 

pusat dan daerah, serta tanggung jawab atas pengambilan 

keputusan, pengelolaan sumber daya, dan 

penyelenggaraan pelayanan publik. Kedekatan dengan 

masyarakat diharapkan menghasilkan kebijakan yang 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah, 

sedangkan kualitas pelaksanaannya bergantung pada 

kapasitas pemerintah merumuskan kebijakan, mengelola 

sumber daya, dan mempertanggungjawabkan keputusan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah beserta perubahannya menjadi 

landasan hukum pembagian urusan dan batas kewenangan 

daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desentralisasi fiskal menentukan kemampuan daerah 

membiayai pembangunan. Mursalin dan Irawan (2025) 

mengkaji ketimpangan pendapatan per kapita di 509 

kabupaten dan kota selama 2015–2022, dan temuannya 

menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan serta 

sumber daya keuangan tidak otomatis menghasilkan 

pemerataan pembangunan. Pemerintah daerah perlu 

mempertimbangkan karakteristik wilayah, ketepatan 

alokasi anggaran, dan kebutuhan masyarakat dalam 

menetapkan prioritas. Keberhasilan otonomi daerah 

dinilai dari kemampuan mengelola kewenangan dan 

sumber daya demi pembangunan yang merata, bukan dari 

besarnya anggaran yang dikelola. 

Batas kewenangan yang jelas menjamin kebijakan 

daerah tetap sejalan dengan hukum. Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan menjadi landasan penggunaan wewenang 

oleh pejabat pemerintahan, dengan hukum dan 

kepentingan publik sebagai pedoman untuk mencegah 

kesalahan kebijakan, penyimpangan administrasi, konflik 

kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang. Anggono 

dan Haryanto (2024) meneliti pengaruh desentralisasi 

fiskal, akuntabilitas, dan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik (e-government) terhadap indikasi korupsi di 

kabupaten dan kota di Jawa Timur. Desentralisasi fiskal 

dan akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh signifikan 

secara statistik dalam model penelitian, sedangkan opini 

audit dan sistem pemerintahan berbasis elektronik 

berpengaruh negatif dan signifikan. Pemberian 

kewenangan dan pelaporan pertanggungjawaban belum 

cukup mencegah penyimpangan tanpa sistem 

pengendalian dan tata kelola yang memadai. Pengawasan 

memastikan penggunaan kewenangan, pelaksanaan 

kebijakan, dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai 

hukum dan sasaran. Cakupannya mencakup identifikasi 

risiko, penilaian kepatuhan, dan perbaikan kelemahan, 

tidak hanya pemeriksaan setelah penyimpangan terjadi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi landasan 

hukumnya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 

termasuk inspektorat daerah, menjalankan pengawasan 

internal, sementara DPRD, lembaga eksternal sesuai 

kewenangannya, dan masyarakat ikut mengawasi melalui 

mekanisme yang berlaku. Familia Irene et al. (2024) 

menemukan pada RSUD R. Syamsudin, S.H., Kota 

Sukabumi, bahwa pengawasan internal berpengaruh 

terhadap penerapan good governance dan kinerja instansi. 

Ruang lingkup penelitian terbatas pada satu instansi, 

namun memberi gambaran pentingnya pengawasan 

internal bagi tata kelola organisasi publik. Efektivitas 

pengawasan terlihat dari tindak lanjut hasil pemeriksaan, 

perbaikan prosedur, dan penyelesaian kelemahan yang 

ditemukan. 

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah 

menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan 

kewenangan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan 

kebijakan, dan hasil yang dicapai kepada pihak yang 

berhak. Akuntabilitas keuangan berfokus pada 

pengelolaan sumber daya publik, sedangkan akuntabilitas 

kinerja berkaitan dengan pencapaian sasaran dan manfaat 

program. Keduanya saling melengkapi karena kepatuhan 

menyusun laporan keuangan belum tentu menunjukkan 

hasil program yang optimal. Muafiq dan Chariri (2023) 

mengkaji faktor yang berkaitan dengan akuntabilitas 

pelaporan keuangan daerah, yaitu desentralisasi fiskal, 

efektivitas penyerapan anggaran, belanja modal, dan 

kematangan sistem pengendalian internal. Beberapa 

variabel yang diuji tidak selalu berpengaruh signifikan, 

sehingga tingginya penyerapan anggaran tidak dapat 
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menjadi satu-satunya indikator kualitas 

pertanggungjawaban. Penilaian akuntabilitas perlu 

memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan, keandalan 

pelaporan, efektivitas pengendalian internal, dan 

kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan hasil 

yang dicapai. Sianturi dan Dwicaksono (2023) meneliti 

446 kabupaten dan kota dan menemukan bahwa 

akuntabilitas kinerja berpengaruh signifikan terhadap 

pembangunan daerah, sedangkan pengaruh akuntabilitas 

keuangan berbeda ketika wilayah dianalisis terpisah. 

Penelitian ini menekankan pemantauan tindak lanjut 

rekomendasi hasil pemeriksaan. Akuntabilitas tidak 

cukup diwujudkan melalui penyusunan laporan dan 

pemenuhan kewajiban administratif. Pemerintah daerah 

perlu menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan menjadikan 

evaluasi dasar perbaikan kebijakan, sehingga 

pertanggungjawaban terhubung dengan pengawasan: 

hasil pemeriksaan menilai penggunaan kewenangan, 

mengidentifikasi kelemahan, dan memperbaiki 

pelaksanaan program. 

Transparansi dan good governance melengkapi 

hubungan antara otonomi daerah, pengawasan, dan 

akuntabilitas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan 

informasi mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, dan 

penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan 

akuntabilitas menuntut pemerintah menjelaskan 

keputusan dan hasil kerjanya. Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

menjadi landasan keterbukaan informasi. Informasi 

publik perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban dan 

pengawasan agar masyarakat dapat menilai kesesuaian 

antara kebijakan, penggunaan sumber daya, dan hasil 

pelayanan. Kamil dan Safriansyah (2023) menemukan 

pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota 

Banjarmasin bahwa akuntabilitas, transparansi, dan 

pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pelayanan publik, baik parsial maupun simultan. Prinsip 

tata kelola perlu terwujud dalam praktik pelayanan 

melalui kejelasan prosedur, keterbukaan informasi, dan 

pertanggungjawaban atas hasil kerja. Transparansi 

membuka akses informasi bagi masyarakat, pengawasan 

memastikan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan, dan 

akuntabilitas menuntut pemerintah 

mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan 

serta kualitas pelayanan. 

 

4.2. Konstruksi Kelembagaan Pengawasan dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Konstruksi kelembagaan pengawasan merupakan 

unsur penting dalam menjaga akuntabilitas otonomi 

daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan 

menentukan prioritas pembangunan, tetapi juga membuka 

potensi penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak disertai 

pengawasan efektif. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, 

pengawasan melibatkan Inspektorat sebagai Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), serta pemerintah pusat sesuai kewenangannya. 

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

Pengawasan internal oleh Inspektorat mencakup 

audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan untuk memastikan 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan. Fuadi 

dan Mabrur (2021) serta Shidqi dan Arfiansyah (2025) 

menunjukkan bahwa penguatan pengendalian dan 

kapabilitas audit internal berkaitan dengan penurunan 

korupsi pemerintah daerah. Hal ini menegaskan 

pentingnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP). Namun, efektivitas Inspektorat tetap 

bergantung pada kompetensi auditor, ketersediaan sumber 

daya, independensi, dan tindak lanjut pemeriksaan. 

Syukron dan Sugiri (2017) menemukan bahwa 

pengawasan pengadaan oleh Inspektorat Kabupaten 

Bantul belum optimal akibat kendala pelaksanaan, 

anggaran, dan keterbatasan sumber daya manusia. 

Pengawasan eksternal BPK berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2006 dilakukan melalui 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara, termasuk kewajaran laporan keuangan, 

kelemahan sistem pengendalian internal, serta 

ketidakpatuhan terhadap peraturan. Nurfaidah dan Novita 

(2022) mengkaji keterkaitan opini dan temuan audit 

dengan tingkat korupsi pemerintah daerah, sedangkan 

Siregar dan Agoes (2025) menemukan bahwa temuan 

audit berpengaruh signifikan secara statistik terhadap 

tingkat korupsi dalam model penelitian mereka. Dengan 

demikian, akuntabilitas keuangan tidak cukup dinilai dari 

opini audit, tetapi juga dari substansi temuan dan tindak 

lanjut rekomendasi BPK. Selain itu, DPRD menjalankan 

pengawasan politik terhadap kebijakan pemerintah daerah 

dan pelaksanaan APBD. Kartikasari (2012) menunjukkan 

bahwa latar belakang personal, latar belakang politik, dan 

pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan 

keuangan daerah. Oleh karena itu, pengawasan legislatif 

memerlukan kapasitas anggota untuk menelaah anggaran 

dan mengevaluasi kebijakan secara kritis serta 

independen. 

Pengawasan pengadaan barang/jasa menjadi aspek 

strategis karena meliputi perencanaan, pemilihan 

penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penyerahan hasil 

pekerjaan. Pengaturannya berlandaskan Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah 

melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan 

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Syukron dan 

Sugiri (2017) mengidentifikasi keterbatasan pengawasan 

pengadaan oleh Inspektorat, sedangkan Sholeh et al. 

(2023) menunjukkan bahwa e-procurement mendukung 

transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih 

menghadapi hambatan teknis dan kelembagaan. Karena 

itu, pengawasan perlu dilakukan secara berbasis risiko 

dengan memperhatikan transparansi pemilihan penyedia, 

pengendalian konflik kepentingan, serta kesesuaian 

pelaksanaan kontrak dengan hasil pekerjaan guna 

mencegah intervensi pihak yang memiliki kepentingan 

pribadi maupun politik. 

Pentingnya pengawasan tersebut tercermin dalam 
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kasus korupsi yang melibatkan Bupati Lampung Tengah, 

Ardito Wijaya, terkait pengadaan barang/jasa dan 

penerimaan gratifikasi pada Tahun Anggaran 2025. 

Berdasarkan keterangan KPK, perkara ini berkaitan 

dengan dugaan pengaturan pemenang proyek pada 

sejumlah perangkat daerah melalui penunjukan penyedia 

yang memiliki hubungan dengan keluarga maupun tim 

pemenangan kepala daerah. KPK juga mengungkap 

dugaan penerimaan fee sebesar Rp5,25 miliar dari 

sejumlah penyedia (ANTARA, 2025). Pada 27 Agustus 

2026, Ardito dijatuhi pidana penjara selama lima tahun 

oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Tanjungkarang (Saputra, 2026). Kasus ini menjadi 

bahan evaluasi terhadap pengawasan Inspektorat, 

pemeriksaan BPK, fungsi DPRD, dan pengendalian 

pengadaan, khususnya dalam mendeteksi risiko, 

mencegah intervensi, mengidentifikasi penyimpangan, 

serta memastikan tindak lanjut. Namun, perkara tersebut 

tidak serta-merta membuktikan kegagalan seluruh 

lembaga pengawasan karena penilaian tanggung jawab 

setiap institusi harus didasarkan pada bukti pelaksanaan 

kewenangan dan tindak lanjutnya. 

Dengan demikian, efektivitas pengawasan 

pemerintahan daerah ditentukan oleh kapasitas 

kelembagaan, kualitas pemeriksaan, independensi, 

koordinasi, dan konsistensi tindak lanjut. Penguatan 

pengawasan perlu dilakukan melalui peningkatan 

profesionalitas Inspektorat, optimalisasi rekomendasi 

BPK, penguatan kapasitas DPRD, serta pengendalian 

pengadaan yang transparan dan berbasis risiko. KPK juga 

menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan 

korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019. Kasus Ardito Wijaya menegaskan 

bahwa otonomi daerah harus diimbangi pengawasan yang 

kuat agar penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah dan 

integritas pengelolaan keuangan publik tetap terjaga. 

 

4.3. Analisis Kasus Korupsi Bupati Lampung 

Tengah dalam Perspektif Pengawasan dan 

Akuntabilitas Pemerintahan Daerah 

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati 

Lampung Tengah, Ardito Wijaya, menjadi persoalan 

penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama 

terkait pengawasan kewenangan kepala daerah dan 

akuntabilitas pemerintahan. Kasus ini berkaitan dengan 

dugaan pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa 

serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lampung Tengah pada tahun anggaran 2025. 

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 9–10 

Desember 2025 dan menetapkan sejumlah tersangka pada 

11 Desember 2025 (ANTARA News, 2025). Pada 27 

Agustus 2026, Ardito dijatuhi hukuman lima tahun 

penjara, denda Rp200 juta, serta kewajiban membayar 

uang pengganti sekitar Rp7,85 miliar (detikSumbagsel, 

2026). 

Penerapan pelaksanaan otonomi daerah, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut harus 

disertai pengawasan dan pertanggungjawaban agar tidak 

disalahgunakan. Fuadi dan Mabrur (2021) menjelaskan 

bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan risiko 

korupsi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan audit 

internal dan reformasi birokrasi yang baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa kewenangan kepala daerah perlu 

disertai sistem pengendalian yang kuat. 

Akuntabilitas pemerintahan tidak hanya berkaitan 

dengan pertanggungjawaban individu, tetapi juga 

kelembagaan. Akuntabilitas individual berarti seseorang 

bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum, 

sedangkan akuntabilitas kelembagaan berkaitan dengan 

kewajiban pemerintah memperbaiki prosedur, 

meningkatkan pengawasan, dan memastikan pelayanan 

publik tetap berjalan. Maulana dan Fadilah (2026) 

menyebutkan bahwa lemahnya pengendalian internal, 

transparansi anggaran, dan budaya integritas dapat 

meningkatkan risiko korupsi kepala daerah. 

Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu 

bidang yang membutuhkan pengawasan ketat karena 

melibatkan anggaran publik dan berbagai keputusan 

administratif. Francesco dan Hastuti (2022) menunjukkan 

bahwa penerapan e-procurement dan sistem pengendalian 

internal berpengaruh positif terhadap pencegahan 

kecurangan pengadaan. Oleh karena itu, pengawasan 

harus dilakukan sejak perencanaan, pemilihan penyedia, 

hingga pelaksanaan kontrak agar tidak terjadi 

penyalahgunaan kewenangan maupun konflik 

kepentingan. Selain itu, Yunaniah dan Firmansyah (2024) 

menjelaskan bahwa probity audit dapat menjadi sistem 

peringatan dini untuk mencegah penyimpangan dalam 

pengadaan barang dan jasa. Pengawasan ini perlu 

dilakukan sejak awal proses pengadaan, bukan hanya 

setelah kegiatan selesai. Penguatan kompetensi auditor, 

dukungan anggaran, dan pemanfaatan teknologi juga 

diperlukan agar pengawasan berjalan lebih efektif. 

Pengawasan pemerintahan daerah melibatkan 

beberapa lembaga, seperti Inspektorat Daerah, BPK, 

DPRD, dan KPK. Inspektorat bertugas melakukan 

pengawasan internal, BPK memeriksa pengelolaan 

keuangan negara, DPRD menjalankan fungsi pengawasan 

politik, sedangkan KPK berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap lembaga 

perlu menjalankan tugas secara independen dan saling 

berkoordinasi agar penyimpangan dapat diketahui serta 

ditindaklanjuti. 

Akuntabilitas juga membutuhkan keterbukaan 

informasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu 

menyediakan informasi mengenai anggaran, pengadaan 

barang dan jasa, serta hasil pelaksanaan program. Dengan 

demikian, masyarakat, media, dan organisasi sipil dapat 

ikut mengawasi penggunaan anggaran. Partisipasi 

masyarakat juga perlu didukung dengan mekanisme 

pengaduan yang aman dan tindak lanjut yang jelas. 

Kasus korupsi Ardito Wijaya menunjukkan bahwa 

otonomi daerah harus disertai pengawasan yang efektif, 

transparansi, dan pertanggungjawaban. Korupsi dapat 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah serta menghambat tercapainya tujuan 

pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

memperkuat pengawasan internal, memperbaiki sistem 

pengadaan, mengendalikan konflik kepentingan, dan 
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meningkatkan keterbukaan informasi. Berdasarkan 

pembahasan tersebut, kasus korupsi mantan Bupati 

Lampung Tengah tidak hanya menjadi persoalan 

pertanggungjawaban pidana individu, tetapi juga bahan 

evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan daerah. 

Penguatan pengawasan internal, koordinasi antarlembaga, 

transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat 

menjadi langkah penting untuk mewujudkan 

pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan 

akuntabel. 

 

4.4. Rekonstruksi Mekanisme Pengawasan dan 

Akuntabilitas dalam Penguatan Tata Kelola 

Otonomi Daerah 

Rekonstruksi ini lahir dari problematika, yaitu 

kasus korupsi mantan Bupati Lampung Tengah, Ardito 

Wijaya, yang menunjukkan pentingnya pengendalian atas 

kewenangan kepala daerah, pengawasan terhadap 

pengadaan barang dan jasa, serta akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, 

gagasan berikut disusun sebagai perbaikan sistem 

pengawasan dan akuntabilitas, bukan sebagai kesimpulan 

bahwa seluruh kelemahan tersebut telah terbukti pada 

setiap lembaga. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur 

urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan 

pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan 

menyejahterakan masyarakat. Namun, kewenangan 

tersebut harus disertai pengawasan dan 

pertanggungjawaban yang terbuka agar tidak 

disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 

Perkara yang diumumkan KPK pada Desember 2025 

menjadi konteks utama untuk memperhatikan 

pengendalian pengadaan dan pengambilan keputusan 

daerah. Sebagai pembanding, perkara korupsi di 

Kabupaten Lampung Tengah pada 2018–2019 juga 

menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap hubungan 

antara penganggaran, persetujuan pinjaman daerah, dan 

pengadaan barang/jasa, meskipun merupakan perkara 

yang berbeda. Setiap informasi perkara tetap harus 

dibedakan antara dugaan dan kesalahan yang telah 

dibuktikan melalui putusan pengadilan. Pengawasan 

berfungsi mendeteksi penyimpangan dan memastikan 

kegiatan sesuai aturan, sedangkan akuntabilitas menuntut 

pejabat menjelaskan keputusan, penggunaan anggaran, 

dan hasil kewenangannya. Keduanya perlu diperkuat 

melalui pengawasan profesional, transparan, berbasis 

risiko, serta didukung tindak lanjut pemeriksaan dan 

partisipasi masyarakat (Sutaryo et al., 2023). Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk 

Inspektorat Kabupaten, bertugas mengevaluasi 

pengelolaan keuangan, menilai pengendalian internal, dan 

memberikan rekomendasi perbaikan. Pengawasan tidak 

cukup hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi 

juga perlu menguji kewajaran keputusan anggaran dan 

pelaksanaan proyek. 

Penguatan Inspektorat dapat dilakukan melalui 

peningkatan kompetensi auditor, kecukupan sumber daya, 

dan independensi profesional. Pemeriksaan perlu 

mencakup kewajaran harga, pemilihan penyedia, 

perubahan kontrak, realisasi pekerjaan, serta potensi 

konflik kepentingan. Pelatihan audit investigatif dan 

analisis data pengadaan juga diperlukan. Kinerjanya dapat 

dinilai dari ketepatan pemeriksaan, penyelesaian 

rekomendasi, dan berkurangnya temuan berulang. Hal-hal 

tersebut merupakan usulan perbaikan, bukan kesimpulan 

bahwa seluruh kelemahan telah terjadi di Inspektorat 

Lampung Tengah. Pengadaan barang dan jasa rentan 

terhadap korupsi apabila spesifikasi diarahkan kepada 

penyedia tertentu, tender tidak terbuka, evaluasi tidak 

objektif, atau pekerjaan tidak sesuai dengan pembayaran. 

Karena itu, pengawasan harus dilakukan sejak 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran hingga 

pemilihan penyedia, kontrak, perubahan kontrak, serta 

serah terima pekerjaan. Informasi pengadaan yang dapat 

dibuka kepada publik meliputi rencana pengadaan, 

sumber dan nilai anggaran, persyaratan tender, identitas 

penyedia sesuai ketentuan, nilai kontrak, perubahan 

kontrak, dan perkembangan pekerjaan. Data tersebut 

harus mudah diakses sekaligus diverifikasi. Proyek dapat 

diperiksa lebih lanjut apabila terdapat perubahan kontrak 

berulang, harga tidak wajar, atau pembayaran yang tidak 

sesuai kemajuan pekerjaan. Pengadaan mengacu pada 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta 

perubahannya, terakhir melalui Peraturan Presiden 

Nomor 46 Tahun 2025. 

Pengawasan berbasis risiko memprioritaskan 

kegiatan yang memiliki kemungkinan penyimpangan dan 

dampak besar, mengingat jumlah program pemerintah 

daerah banyak sementara sumber daya pengawasan 

terbatas. Di Lampung Tengah, penilaian risiko dapat 

difokuskan pada proyek bernilai besar, pengadaan 

kompleks, perubahan kontrak berulang, ketergantungan 

pada penyedia tertentu, serta proses penganggaran, 

perubahan APBD, dan persetujuan pinjaman. 

Pelaksanaannya meliputi: perangkat daerah 

mengidentifikasi risiko; Inspektorat menilai kemungkinan 

dan dampaknya; kegiatan berisiko tinggi menjadi prioritas 

pemeriksaan; dan hasil pemeriksaan digunakan untuk 

memperbaiki pengendalian. Matriks risiko perlu 

diperbarui secara berkala. Keberhasilannya dapat dilihat 

dari ketepatan pemilihan objek pemeriksaan, 

berkurangnya temuan berulang, dan cepatnya penanganan 

indikasi penyimpangan. Pemeriksaan rutin terhadap 

kegiatan berisiko rendah tetap diperlukan. Konflik 

kepentingan muncul ketika kepentingan pribadi, keluarga, 

bisnis, atau politik pejabat berpotensi memengaruhi 

objektivitasnya. Kondisi ini tidak otomatis merupakan 

tindak pidana, tetapi perlu dikendalikan agar tidak 

membuka peluang penyalahgunaan jabatan atau 

perlakuan istimewa. 

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu 

menerapkan deklarasi konflik kepentingan dalam 

penganggaran, pemilihan penyedia, penunjukan pejabat 

pengadaan, dan evaluasi kontrak. Pejabat yang memiliki 

hubungan atau kepentingan terkait harus 

mengungkapkannya dan tidak ikut mengambil keputusan 

sesuai ketentuan. Pengendalian didukung pedoman 

tertulis, pelatihan, dokumentasi keputusan, serta 

pemeriksaan Inspektorat. Penilaian harus didasarkan pada 

apakah hubungan tersebut memengaruhi keputusan atau 

menghasilkan keuntungan yang tidak semestinya. 
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Pengawasan akan efektif apabila rekomendasi 

pemeriksaan benar-benar dilaksanakan dan diverifikasi. 

Karena itu, setiap rekomendasi perlu memiliki 

penanggung jawab, batas waktu, bukti pelaksanaan, dan 

status penyelesaian. Inspektorat memantau tindak lanjut 

pengawasan internal, sedangkan rekomendasi BPK 

ditangani sesuai ketentuan. Tindak lanjut tidak cukup 

berupa pemenuhan dokumen. Jika ditemukan kelemahan 

verifikasi pekerjaan, misalnya, pemerintah harus 

memperbaiki prosedur, memastikan petugas 

memahaminya, dan menguji penerapannya. Temuan 

berulang perlu ditelusuri akar masalahnya. Jika terdapat 

indikasi tindak pidana, penanganannya diteruskan kepada 

aparat penegak hukum. Keberhasilan diukur dari 

perbaikan pengendalian dan berkurangnya temuan 

berulang, bukan hanya jumlah rekomendasi yang 

dinyatakan selesai. 

Masyarakat, akademisi, media, organisasi sipil, dan 

kelompok profesional dapat membantu mengawasi 

kesesuaian rencana pembangunan dengan 

pelaksanaannya. Pemerintah daerah perlu membuka 

informasi anggaran, pengadaan, pelaksanaan proyek, dan 

hasil pekerjaan melalui media yang mudah diakses. 

Laporan masyarakat harus diverifikasi dan tidak langsung 

dianggap sebagai bukti tindak pidana. Mekanisme 

pengaduan perlu mengatur penerimaan, verifikasi awal, 

penentuan instansi berwenang, pemantauan penyelesaian, 

serta pemberian informasi perkembangan laporan selama 

tidak mengganggu pemeriksaan. Konsultasi anggaran, 

musyawarah perencanaan pembangunan, pemantauan 

proyek, dan kerja sama dengan perguruan tinggi juga 

dapat diperkuat. Perlindungan terhadap pelapor beriktikad 

baik dan hak pihak yang dilaporkan harus tetap dijaga. 

Rekonstruksi perlu menghubungkan empat tahap, yaitu 

pencegahan, deteksi, penanganan, serta akuntabilitas dan 

perbaikan. Pencegahan dilakukan melalui keterbukaan 

anggaran, pengadaan yang transparan, pengendalian 

konflik kepentingan, dan penguatan pengawasan internal. 

Deteksi dilakukan melalui audit berbasis risiko, analisis 

data pengadaan, pemeriksaan lapangan, dan verifikasi 

laporan masyarakat. Penanganan dilakukan dengan 

memeriksa bukti, menentukan tanggung jawab pihak 

terkait, serta meneruskan dugaan tindak pidana kepada 

aparat berwenang. Tahap akuntabilitas dan perbaikan 

memastikan rekomendasi dilaksanakan, hasil dievaluasi, 

pelaporan dibuka sesuai ketentuan, dan sistem diperbaiki 

agar penyimpangan tidak terulang. Koordinasi 

Inspektorat, perangkat daerah pengelola keuangan, unit 

pengadaan, dan lembaga pengawasan lain diperlukan 

tanpa menghilangkan independensi pemeriksaan. 

Keberhasilan model dapat dinilai melalui 

keterbukaan informasi pengadaan, penyelesaian 

rekomendasi pemeriksaan, penurunan temuan berulang, 

kepatuhan deklarasi konflik kepentingan, tindak lanjut 

laporan masyarakat, serta kualitas dokumentasi keputusan 

anggaran dan proyek. Setiap indikator perlu memiliki data 

dasar, target waktu, sumber data, dan penanggung jawab. 

Rekonstruksi mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di 

Kabupaten Lampung Tengah perlu mengubah pola 

pengawasan yang administratif dan reaktif menjadi sistem 

yang preventif, terbuka, berbasis risiko, dan berorientasi 

pada perbaikan. Penguatan APIP, transparansi pengadaan, 

pengendalian konflik kepentingan, tindak lanjut 

pemeriksaan, serta partisipasi masyarakat penting untuk 

memastikan kewenangan otonomi daerah dijalankan 

secara bertanggung jawab demi kepentingan publik. 

 

KESIMPULAN 

Otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah 

daerah untuk mengelola keuangan dan pengadaan, tetapi 

kewenangan itu baru bermanfaat bagi publik bila disertai 

pengawasan dan akuntabilitas yang dapat diuji. Perkara 

Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, memperlihatkan 

bahwa kewenangan besar atas anggaran dan pengadaan 

belum tentu diimbangi pengendalian yang memadai, 

sementara efektivitas pengawasan oleh Inspektorat, BPK, 

DPRD, dan KPK ditentukan oleh kapasitas, independensi, 

koordinasi, dan tindak lanjut rekomendasi. Pidana lima 

tahun penjara yang telah diputus pengadilan merupakan 

pertanggungjawaban individual, sedangkan perbaikan 

prosedur, pengawasan, dan keterbukaan informasi 

menjadi bagian dari akuntabilitas kelembagaan. Perkara 

ini tidak membuktikan bahwa lembaga pengawas tertentu 

telah gagal, sebab penilaian itu memerlukan dokumen 

pengadaan, hasil pemeriksaan, dan pertimbangan hakim. 

Problematika yang dapat ditarik dari analisis ini 

mencakup lemahnya pengendalian kewenangan anggaran 

dan pengadaan, pengawasan yang berorientasi pada 

kelengkapan dokumen, tindak lanjut rekomendasi yang 

belum konsisten, dan terbatasnya keterbukaan data 

pengadaan. Untuk menjawabnya, rekonstruksi 

pengawasan disusun dalam empat tahap yang saling 

terhubung dan ditopang pengawasan berbasis risiko, 

transparansi pengadaan, pengendalian konflik 

kepentingan, serta partisipasi masyarakat. 

Keberhasilannya perlu diukur dengan indikator yang 

memiliki data dasar, target waktu, dan penanggung jawab, 

agar pengawasan beralih dari pola administratif dan 

reaktif menjadi preventif dan berorientasi pada perbaikan. 
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